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Kegiatan pertambangan batubara di Kota Samarinda berdampak terhadap dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, 
infrastruktur dan teknologi. Penelitian ini mengkaji indeks keberlanjutan dari dimensi-dimensi tersebut di atas terhadap 
kegiatan pertambangan di Kota Samarinda. Temuan dari penelitian ini adalah: 1) masyarakat mempunyai persepsi yang 
negatif terhadap kegiatan pertambangan, 2) indeks keberlanjutan multidimensi sebesar 47.57 yang termasuk sebagai 
kurang berkelanjutan.Untuk memperbaiki indeks keberlanjutan tersebut, kebijakan harus difokuskan pada pengendalian 
tingkat gangguan kegiatan pertambangan batubara terhadap ekosistem, dan harus didukung dengan penegakan hukum 
terhadap perusakan lingkungan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat.
Kata kunci: pertambangan batubara, lingkungan, indeks keberlanjutan
AbStrACt
Coal mining activity in Samarinda city creates impacts on economic, environment, social, law, infrastructure and 
technology dimensions. This study analyzed the sustainability index of the dimensions of the Samarinda city related 
with the coal mining activity. The findings are: 1) there were some negative perceptions of the society on coal mining 
existence, 2) multidimensional sustainability index was 47,57 that was categorized as less sustainable. It was found from 
the study that the policy should be focused on the control of disturbances level of mining activities to the ecosystem, 
and should be supported by law enforcement for violation of environmental provisions, manpower development and 
community development.
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PENDAHULUAN
Sumber daya batubara harus dipandang sebagai 
aset yang harus dikelola sebaik mungkin sebagai 
modal pembangunan. Pembangunan tersebut 
memiliki dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial 
yang juga dikenal sebagai dimensi pembangunan 
yang berkelanjutan (Smajgl dan Bohensky, 2013; 
Raak, 2014). Pertambangan dapat menjadi motor 
penggerak perekonomian baik dalam skala daerah 
maupun pusat. Di samping aspek positif, kegiatan 
pertambangan juga memiliki dampak negatif ter-
hadap lingkungan, baik kegiatan tambang bawah 
tanah maupun tambang terbuka. Penambangan 
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dengan sistem terbuka memiliki dampak lingkungan 
yang lebih besar (Spiegel, 2012; Kowalska, 2014; 
Hendryx dan Entwhistle, 2015).
Analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan 
penambangan di daerah perkotaan (Wang dkk., 
2014) seperti halnya dengan Kota Samarinda 
menarik untuk dicermati karena besarnya resiko 
yang harus dihadapi. Sumber daya dan cadangan 
batubara di Kota Samarinda dan sekitarnya masing-
masing tercatat 2,17 milyar ton dan 673,6 juta ton 
(Badan Geologi, 2013). Di daerah ini terdapat 62 
perusahaan pertambangan dengan status Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan 4 perusahaan berstatus Per-
janjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mi-
neral dan Batubara (DJMB) tahun 2014, dilihat dari 
aspek pemenuhan syarat clear and clean (CnC), dari 
62 IUP yang dikeluarkan, 42 di antaranya berstatus 
CnC dan sisanya masih belum CnC.
Paradigma pertambangan batubara berkelanjutan 
yang berlandaskan pada pertambangan yang baik 
dan benar menuntut dilakukannya upaya untuk 
mencegah tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi 
juga dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap 
dimensi sosial dan ekonomi. Selain itu perlu juga 
ditambahkan dua dimensi penting lainnya yang 
terkait, yaitu dimensi hukum dan dimensi infrastruk-
tur dan teknologi (Lien, 2013).
Hidayat dkk. (2013) telah menggunakan pendeka-
tan keberlanjutan dengan metode Multidimensional 
Scalling (MDS) dengan studi kasus pengembangan 
Kota Jakarta. Sujiman (2010) menggunakan MDS 
untuk pengelolaan pasca tambang batubara yang 
berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Sejalan dengan itu Guo (2012) telah melakukan 
kajian dengan metode Interpretive Structural Mo-
delling (ISM) untuk mengetahui berbagai alternatif 
kebijakan berdasarkan faktor kunci untuk kebijakan 
dalam sistem pembangunan berkelanjutan industri 
batubara di Shaanxi, China. Kholil et al. (2008) juga 
telah menggunakan ISM untuk alternatif kebijakan 
pengelolaan sampah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status 
keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara 
menurut dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, 
hukum serta infrastuktur dan teknologi. Status ke-
berlanjutan dari setiap dimensi keberlanjutan diten-
tukan berdasarkan hasil analisis Multidimensional 
Scalling (MDS) yang dinyatakan dalam bentuk 
indeks keberlanjutan serta menetapkan langkah 
kebijakan yang diperlukan dengan metoda ISM.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu
Penelitian dilakukan di Kota Samarinda dan seki-
tarnya (Gambar 1), yang dilaksanakan selama 12 
bulan (April 2013-April 2014).
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui survei de-
ngan wawancara dan pengisian kuesioner dengan 
metode purposive sampling. Responden adalah 
pelaku pertambangan di Kota Samarinda dan 
sekitarnya, khususnya terkait dengan perusahaan 
PKP2B dan IUP. Pengambilan data dan kuesioner 
juga dilakukan terhadap 25 responden pelaku 
yang terkait dengan pertambangan batubara, yaitu 
birokrat, produsen, konsumen, wakil masyarakat, 
dan akademisi. Kuesioner yang diperoleh dari 
pendapat masing-masing responden menurut latar 
belakang tersebut digunakan untuk analisis Multi 
Dimensional Scalling (MDS) dan Interpretive Struc-
tural Modelling (ISM). 
Teknik Analisis Data
Sebagaimana telah dikemukakan, penelitian akan 
menggabungkan metode MDS dan ISM.
1. Metode MDS dengan program RAPFISH dikem-
bangkan oleh Kavanagh dan Pitcher (2004). 
Metode ini digunakan untuk menganalisis lima 
dimensi keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, 
sosial, hukum, infrastruktur dan teknologi) 
dengan total 55 atribut, yaitu 12 atribut di-
mensi lingkungan, 10 atribut dimensi ekonomi, 
10 atribut dimensi sosial, 12 atribut dimensi 
hukum dan 11 atribut dimensi infrastruktur 
dan teknologi. Metode MDS menghitung dan 
menganalisis indeks dan status keberlanjutan 
serta menganalisis leverage untuk mengetahui 
atribut pengungkit atau atribut yang penting 
terhadap indeks keberlanjutan. Index keberlan-
jutan dinyatakan dengan skala 0 – 100; skala 
0-25 masuk kategori tidak berkelanjutan, skala 
25-50 kategori kurang berkelanjutan, skala 
50-75 kategori berkelanjutan dan skala 75-
100 kategori sangat berkelanjutan. Selain itu 
program RAPFISH juga menyediakan fasilitas 
untuk melakukan analisis Monte Carlo yang 
digunakan untuk menduga pengaruh galat 
(error) dalam proses analisis yang dilakukan 
pada selang kepercayaan 95%. Hasil analisis 
dinyatakan dalam bentuk nilai indeks Monte 
Carlo, yang selanjutnya dibandingkan dengan 
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nilai indeks dari hasil analisis MDS. Nilai 
selisih yang semakin kecil menunjukan ting-
kat akurasi dalam mendapatkan skor indeks 
keberlanjutan. 
2. Berdasarkan pendekatan ini dapat diketahui 
status keberlanjutan masing-masing dimensi 
serta atribut pengungkit sehingga dapat di-
lakukan perbaikan terhadap atribut pengungkit 
tersebut untuk meningkatkan status keberlan-
jutannya. 
3. Metode ISM digunakan untuk menetapkan 
tahapan atau level prioritas kebijakan yang 
harus dilakukan (Marimin, 2008). Secara 
garis besar, metode ini dapat dijelaskan seba-
gai berikut: a) mengidentifikasi elemen atau 
atribut yang dianggap penting; b) menyusun 
hubungan keterkaitan antar elemen/atribut; c) 
menyusun matriks pendapat responden yang 
diperoleh dari survey. Dengan metode ini akan 
diperoleh hubungan elemen/atribut sebagai 
arah kebijakan secara jelas dan terstruktur. Ele-
men tersebut secara garis besar digambarkan 
di dalam hubungan driver power (DP) dan 
dependence (D) yang digambarkan dalam 4 
sektor seperti pada Gambar 2.
Elemen yang terdapat pada sektor I (autonomus) 
umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan 
mungkin mempunyai hubungan sedikit. Elemen 
yang terdapat pada sektor II (dependent) adalah 
sub-elemen yang tidak bebas. Elemen yang terda-
pat sektor III (linkage) dalam sektor ini perlu dikaji 
secara hati-hati, sebab hubungan antar sub-elemen 
tidak stabil. Setiap tindakan pada sub-elemen akan 
memberikan dampak terhadap sub-elemen lainnya 
dan pengaruh umpan baliknya dapat memperbesar 
dampak. Elemen yang terdapat Sektor IV (indepen-




Atribut yang dapat memberikan pengaruh terhadap 
tingkat keberlanjutan Dimensi Lingkungan seba-
nyak 12 unsur, yaitu:
1. kondisi degradasi tanah permukaan; 
2. tingkat kesuburan tanah di wilayah tambang; 
3. pertumbuhan vegetasi pasca tambang; 
Sumber: googlemaps, 2015
Gambar 1. Peta kota Samarinda
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4. ketersediaan dan kualitas air; 
5. tingkat gangguan kegiatan pertambangan ter-
hadap ekosistem; 
6. frekuensi kejadian banjir; 
7. program konservasi dan penataan lahan ter-
ganggu; 
8. pencemaran terhadap air; 
9. pencemaran terhadap tanah; 
10. dampak terhadap manusia dan satwa; 
11. pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan; 
dan 
12. jaminan reklamasi dan pasca tambang. 
Berdasarkan analisis keberlanjutan didapat nilai 
indeks keberlanjutan lingkungan sebesar 45,35% 
yang termasuk dalam kategori kurang berkelanju-
tan.
Gambar 3 memperlihatkan atribut juga atribut de-
ngan sensitivitas tinggi yang dapat menjadi obyek 
perbaikan atau peningkatan nilai indeks keberlanjut-
an, atau disebut dengan atribut pengungkit. Atribut 
pengungkit pada Dimensi Lingkungan hanya satu 
yaitu tingkat gangguan kegiatan pertambangan ter-
hadap ekosistem. Hidrologi, erosi, flora, fauna, sifat 
fisika, sifat kimia adalah termasuk dalam aspek penga-
ruh ekosistem. Pencemaran terhadap air umumnya 
berasal dari limbah cair yang berasal dari over flow 
kolam pengendapan, air tanah di lokasi bekas galian 
penambangan, minyak pelumas dari alat-alat berat 
serta kendaraan lainnya.
Keberlanjutan Dimensi Ekonomi
Atribut yang dapat memberikan pengaruh terhadap 
tingkat keberlanjutan Dimensi Ekonomi sebanyak 
10 unsur, yaitu: 
1. penciptaan peluang usaha baru; 
2. pengaruh terhadap pendapatan masyarakat; 
3. pengaruh terhadap pendapatan perusahaan; 
4. nilai ekonomi lahan bekas tambang; 
5. aktifitas ekonomi pasca tambang; 
6. kontribusi sektor pertambangan terhadap 

















Gambar 2. Hubungan Driver Power (DP) dan 
Dependence (D)
Sumber: diolah dari Marimin (2004)
Gambar 3. Atribut pengungkit dimensi lingkungan
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7. program pengembangan masyarakat untuk 
mendorong ekonomi rakyat; 
8. keberadaan sarana perekonomian; 
9. biaya pemulihan kerusakan lingkungan; dan 
10. program ekonomi untuk rakyat pada pasca 
tambang.
 
Berdasarkan analisis MDS, besarnya indeks keber-
lanjutan ekonomi adalah 49,86%, nyaris mendekati 
angka 50% yang merupakan batas bawah dari in-
deks yang cukup keberlanjutan (Gambar 4).
Unsur Dimensi Ekonomi memiliki atribut pengung-
kit sebagai berikut: 
1. pengaruh terhadap pendapatan perusahaan, 
2. biaya pemeliharaan kerusakan lingkungan, 
3. program ekonomi untuk rakyat pada pasca 
tambang, dan 
4. penciptaan peluang usaha baru. 
Besarnya sensitivitas pendapatan perusahaan per-
tambangan batubara didasarkan pada kenyataan 
bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan di 
Indonesia memiliki nilai manfaat yang positif yang 
artinya layak secara keekonomian. Besarnya nilai 
manfaat tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga 
batubara dari waktu ke waktu. Keuntungan yang 
didapat dari kegiatan pertambangan batubara harus 
dapat ditransformasikan ke dalam kegiatan lain yang 
berkelanjutan terkait dengan aspek pengembangan 
masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Kegiatan pertambangan juga sensitif terhadap keru-
sakan lingkungan, sementara pemulihan terhadap 
kerusakan lingkungan tersebut membutuhkan biaya. 
Hal yang ideal adalah, seharusnya setelah kegiatan 
pertambangan berakhir dan pemulihan kondisi 
lingkungan telah selesai dilakukan, maka kondisi 
Dimensi Ekonomi harus lebih baik dibanding sebe-
lumnya. Di sini diperlukan unsur pokok berupa 
ketersediaan biaya yang cukup, yang meliputi 
biaya pengendalian, pengelolaan, pemantauan dan 
langkah perlindungan lingkungan yang terintegrasi, 
dimulai sejak awal disain pertambangan, implemen-
tasi operasi produksi, serta penutupan lahan.
Kegiatan pasca tambang merupakan hal yang krusial 
dalam konteks keberlanjutan. Pada prinsipnya ka-
wasan pasca tambang harus dikembangkan ke kondisi 
yang produktif, di antaranya melalui program rehabili-
tasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan sesuai 
dengan kesepakatan para pihak termasuk pengusaha, 
masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pe-
merintah pusat. Aspek ekonomi yang sering menjadi 
perhatian untuk mencapai kesepakatan ini adalah ek-
sistensi dan daya tahan ekonomi masyarakat setempat 
yang tergantung pada kegiatan pertambangan.
Lapangan pekerjaan utama di Kota Samarinda 
khususnya pada wilayah penelitian terdiri dari 
sektor pertanian, sektor industri manufaktur dan 
sektor jasa. Keberadaan kegiatan pertambangan 
akan dapat menciptakan beberapa peluang usaha 
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baru di antaranya melalui :
a. Kesempatan kepada masyarakat setempat un-
tuk menjadi karyawan/buruh perusahaan.
b. Kesempatan untuk membuka peluang usaha 
penunjang terhadap kegiatan penambangan, 
mulai dari penggalian, transportasi, reklamasi, 
rehabilitasi dan lain-lain.
c. Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk 
program pengembangan masyarakat melalui 
bimbingan usaha kecil, koperasi, serta sentra 
ekonomi pedesaan lainnya.
d. Transparansi dalam ganti rugi pembebasan 
lahan antara perusahaan dan masyarakat.
Keberlanjutan Dimensi Sosial
Atribut yang dapat memberikan pengaruh terhadap 
tingkat keberlanjutan Dimensi Sosial terdiri atas 10 
unsur yaitu:
1. tingkat penyerapan tenaga kerja; 
2. kesehatan masyarakat sekitar tambang; 
3. hubungan masyarakat sekitar tambang dengan 
pelaku industri pertambangan; 
4. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 
pertambangan batubara; 
5. pengaruh tambang dan pasca tambang ter-
hadap nilai sosial-budaya masyarakat; 
6. frekuensi konflik kesenjangan; 
7. pengaruh terhadap peningkatan pendidikan; 
8. kesadaran masyarakat untuk perbaikan ling-
kungan;
9. persepsi masyarakat terhadap keberadaan 
tambang; dan 
10. tingkat keseriusan dan kepedulian untuk meng-
hadapai masalah sosial akibat keberadaan 
tambang. 
Penyerapan tenaga kerja merupakan dampak 
yang timbul pada aspek sosial yang berimplikasi 
pada aspek ekonomi yaitu terciptanya pendapatan 
masyarakat melalui gaji karyawan.
Analisis MDS menunjukan bahwa indeks keber-
lanjutan Dimensi Sosial pada wilayah penelitian 
adalah 47,29%, yang dapat dikategorikan sebagai 
kurang berkelanjutan (Gambar 5).
Atribut pengungkit pada Dimensi Sosial adalah pem-
berdayaan masyarakat selama kegiatan pertambang-
an berlangsung. Kegiatan pertambangan seharusnya 
dapat menjadi penggerak pembangunan di daerah, 
di antaranya melalui hubungan yang harmonis antara 
perusahaan dengan masyarakat setempat (DJMB, 
2008). Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian 
dari konsep penerapan corporate social responsibil-
ity (CSR) yang diatur dalam UU No. 40/2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan dalam UU No. 4/2009 ten-
tang Pertambangan Mineral dan Batubara. Program 
pengembangan masyarakat dilakukan pada seluruh 
tahapan kegiatan penambangan.
Keberlanjutan Dimensi Hukum
Atribut yang dapat memberikan pengaruh terhadap 
tingkat keberlanjutan Dimensi Hukum terdiri atas 
12 unsur yaitu: 
1. ketersediaan aturan perundangan untuk me-
lestarikan lingkungan; 
Gambar 5. Atribut pengungkit dimensi sosial
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2. kepatuhan dalam memenuhi aturan K3 dan 
lingkungan hidup; 
3. penyuluhan hukum dan implementasi tata 
ruang dan lingkungan; 
4. penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek 
lingkungan; 
5. konflik dengan pemegang izin usaha lainnya 
(kehutanan, perkebunan, dll); 
6. konflik dengan pemegang izin tambang lain-
nya; 
7. sinkronisasi kebijakan dan pembinaan pusat 
dan daerah; 
8. kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan 
pertambangan berwawasan lingkungan; 
9. permasalahan ganti rugi lahan; 
10. kepastian hukum dalam menjalankan bisnis 
pertambangan; 
11. persepsi terhadap IUP yang CnC; 
12. penegakan hukum terhadap gangguan operasi 
pertambangan. 
Analisis MDS menunjukkan bahwa indeks ke-
berlanjutan Dimensi Hukum 42,68%, terendah 
dibandingkan indeks keberlanjutan dimensi lainnya 
(Gambar 6).
Atribut pengungkit pada Dimensi Hukum adalah: 
1) permasalahan ganti rugi lahan; dan 2) penegakan 
hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan. 
UU No. 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mi-
neral dan Batubara pasal 135 menyatakan bahwa 
pemegang ijin pertambangan hanya dapat melak-
sanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan 
dari pemegang hak atas tanah. Pasal 136 menye-
butkan bahwa sebelum melakukan kegiatan operasi 
produksi pemegang ijin wajib menyelesaikan hak 
atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dalam 
aspek lingkungan amat penting karena di dalam 
prakteknya pelanggaran oleh pemegang ijin masih 
sering terjadi, khususnya oleh para pemegang ijin 
skala kecil dan tambang liar. Penegakan hukum 
dalam hal ini telah menjadi kewenangan aparat 
penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai 
aturan yang berlaku (Suyartono, 2003).
Keberlanjutan Dimensi Infrastruktur dan 
Teknologi
Atribut yang dipertimbangkan sebagai pemberi 
pengaruh terhadap tingkat keberlanjutan Dimensi 
Infrastruktur dan Teknologi terdiri dari 11 unsur 
yaitu: 
1. pemahaman tentang teknik pertambangan 
yang baik dan benar; 
2. teknik rehabilitasi lahan pasca tambang; 
3. teknik pembibitan dan penanaman vegetasi; 
4. teknik pengendalian pencemaran air; 
5. keberadaan sarana dan prasarana pendukung 
penambangan (jalan angkut, pelabuhan dll); 
6. teknik pemilihan jenis tanaman dan jenis ta-
nah; 
7. teknik penutupan tambang yang baik; 
8. pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap 
kegiatan operasi penambangan; 
9. keberadaan sumber daya manusia (SDM) pe-
Gambar 6. Atribut pengungkit dimensi hukum
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ngawas/inspektur pertambangan; 
10. keberadaan program pengembangan teknik 
konservasi; dan 
11. teknik penghitungan sumberdaya dan cadang-
an.
Indeks keberlanjutan dimensi infrastuktur dan 
teknologi adalah 45,16% yang masih masuk dalam 
kategori kurang berkelanjutan (Gambar 7).
Untuk Dimensi Infrastruktur dan Teknologi 
memiliki atribut pengungkit sebagai berikut: 1) 
keberadaan sarana dan prasarana pendukung per-
tambangan (prasarana jalan untuk pengangkutan, 
pelabuhan dan lain-lain), serta 2) keberadaan SDM 
pengawas/inspektur pertambangan. Pemegang ijin 
pertambangan wajib menyiapkan fasilitas sarana 
dan prasarana untuk mendukung kegiatan per-
tambangannya serta tidak diperkenankan untuk 
menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya dan 
pelabuhan umum. Sarana dan prasarana tersebut 
dapat dipergunakan untuk kepentingan pengopera-
sian pertambangannya sendiri atau digunakan ber-
sama dengan pemilik ijin pertambangan lainnya. 
Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana tersebut 
serta penggunaan fasilitas umum akan menimbul-
kan dampak lingkungan ekonomi dan sosial yang 
tidak diinginkan (Awaludin dkk., 2014).
Tumbuhnya industri pertambangan di seluruh 
wilayah perlu didukung dengan keberadaan para 
inspektur tambang yang memiliki kewenangan 
mulai dari pengawasan, pemantauan, penindakan 
sampai kepada penghentian operasi terhadap tam-
bang yang melanggar ketentuan lingkungan seperti 
pelanggaran ketentuan tingkat operasi produksi, 
jaminan reklamasi dan lain-lain.
Pengawasan terhadap ketaatan perusahaan pertam-
bangan dalam melakukan kewajibannya dalam pe-
ngelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara 
rutin dilakukan oleh petugas Inspektur Tambang (IT) 
yang terdapat di instansi pusat maupun daerah. 
Tugas IT adalah melakukan inspeksi, penyelidikan 
kasus dan kejadian pencemaran lingkungan, pengu-
jian terhadap kondisi lingkungan dan memberikan 
saran perlindungan lingkungan. Dalam prakteknya, 
IT bertugas untuk membandingkan antara rencana 
dan realisasi kegiatan perlindungangan lingkungan. 
IT memiliki kewenangan untuk memberhentikan 
sementara kegiatan pertambangan apabila terjadi 
pelanggaran. Permasalahan yang muncul saat ini 
adalah keterbatasan jumlah IT, sehingga sering-
kali hal ini menjadi kendala di dalam penanganan 
kasus-kasus lingkungan hidup dari pertambangan 
di daerah. Idealnya satu IT menangani hanya 5 
IUP, sehingga bila di daerah tersebut ada 50 IUP, 
minimal perlu ada 10 IT. 
Keberlanjutan Multidimensi dan Uji Monte Carlo
Pada analisis MDS multidimensi yaitu terhadap 
sekaligus 55 atribut yang digunakan, diperoleh hasil 
nilai indeks multidimensi sebesar 47,57 yang berarti 
Gambar 7. Atribut pengungkit dimensi infrastruktur dan teknologi
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masih di bawah skor 50 pada skala keberlanjutan 
0-100 atau dikategorikan sebagai kurang berkelan-
jutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum 
kegiatan pertambangan batubara di Kota Samarinda 
masih kurang berkelanjutan. Selanjutnya hasil uji 
analisis MDS dan Monte Carlo pada seluruh indeks 
keberlanjutan MDS, menunjukan tingkat selisih yang 
amat kecil yaitu antara 0,07-0,33 yang menunjukan 
bahwa nilai skor MDS yang diperoleh akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan (Tabel 1).
Pemeringkatan Faktor Kunci
Analisis ISM dilakukan untuk mengetahui kondisi 
dan peringkat dari atribut yang paling sensitif atau 
atribut yang dianggap sebagai pengungkit kunci 
berdasarkan persepsi atau pendapat pakar. Dari 55 
atribut yang dianalisis dalam analisis MDS, diper-
oleh 10 faktor pengungkit sensitif yang menjadi 
faktor kunci (Tabel 2).
Analisis ISM dilakukan terhadap faktor kunci pada 
Tabel 2 untuk mengetahui hubungan antar elemen 
atau atribut dan struktur pemeringkatan elemen terse-
but. Hasil analisis tingkatan kebijakan menghasilkan 
lima tingkat hirarki seperti pada Gambar 8.
Pemeringkatan tersebut dilakukan berdasarkan pada 
penilaian pakar terhadap hubungan kontekstual 
antar elemen kebutuhan penetapan faktor pengung-
kit yang digunakan untuk memperoleh hubungan 
langsung dan tingkat hirarki kontribusi dalam ke-
butuhan penetapan faktor pengungkit. Setiap nilai 
pendapat pakar individual dilakukan agregasi untuk 
mendapatkan nilai pendapat gabungan.
Berdasarkan hasil olahan tersebut didapatkan nilai 
Driver-Power (DP) dan nilai Dependence (D) untuk 
menemukan klasifikasi elemen. Secara garis besar 
klasifikasi elemen tersebut digolongkan dalam 
empat sektor yaitu:
1. Sektor I : Weak driver-weak dependent varia-
bels (AUTONOMUS).Sub-elemen yang masuk 
dalam sektor ini umumnya tidak berkaitan 
dengan sistem, dan mungkin mempunyai 
Tabel 1. Indeks Keberlanjutan (IK)
Dimensi Nilai MDS Nilai Montecarlo Selisih
Lingkungan 45,35 45,02 0,33
Ekonomi 49,86 49,54 0,32
Sosial 47,29 47,04 0,25
Hukum  42,68 42,61 0,07
Infrastrukur dan Teknologi 45,16 44,97 0,19
Indeks Multidimensi MDS 47,57 47,62 0,23
Tabel 2. Faktor atribut pengungkit
Dimensi Atribut
1. Lingkungan 1) Tingkat gangguan kegiatan pertambangan terhadap ekosistem
2. Ekonomi 2) Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan
3) Biaya pemulihan kerusakan lingkungan
4) Program ekonomi untuk rakyat pada pasca tambang
5) Penciptaan peluang usaha baru
3. Sosial 6) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pertambangan batubara
4. Hukum 7) Permasalahan ganti rugi lahan
8) Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan
5. Infrastruktur dan Teknologi 9) Keberadaan sarana dan prasarana pendukung penambangan (jalan angkut, 
pelabuhan, dll)
10) Keberadaan SDM pengawas/inspektur pertambangan
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hubungan sedikit, meskipun hubungan terse-
but bisa saja kuat. 
2. Sektor II : Weak driver-strongly dependent 
variabels (DEPENDENT). Umumnya sub-
elemen yang masuk dalam sektor ini adalah 
sub-elemen yang tidak bebas. 
3. Sektor III : Strong driveri-strongly dependent 
variabels (LINKAGE). Sub-elemen yang masuk 
dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, 
sebab hubungan antar sub-elemen tidak sta-
bil. Setiap tindakan pada sub-elemen akan 
memberikan dampak terhadap sub-elemen 
lainnya dan pengaruh umpan baiknya dapat 
memperbesar dampak. 
4. Sektor IV : Strong driver-weak dependent 
variabels (INDEPENDENT). Sub-elemen yang 
masuk dalam sektor ini merupakan bagian sisa 
dari sistem dan disebut perubah bebas. 
Hasil analisis tingkatan kebijakan menghasilkan 
lima tingkat hirarki seperti pada Gambar 9. Tingkat-
an (level) hirarki pada Gambar 9 yang dihasilkan 
dari empat sektor pada Gambar 9, memiliki penga-
ruh yang berbeda-beda. Faktor yang memiliki 
peringkat tertinggi, yaitu:
1. Hirarki tertinggi (level 5): level 5 sebagai hi-
rarki tertinggi menjadi faktor kunci serta bisa 
menjadi motor penggerak terhadap sub elemen 
atau faktor lainnya, yaitu: tingkat gangguan 
kegiatan pertambangan terhadap ekosistem 
(atribut 1). 
2. Level 4: Kebijakan pengendalian tingkat 
gangguan kegiatan pertambangan terhadap 
ekosistem dalam pengelolaan lingkungan per-
tambangan batubara perlu dukungan kebijakan 
dari tiga faktor lain, yaitu: faktor penegakan 
hukum terhadap pelanggaran aspek lingkung-
an (atribut 8), keberadaan SDM pengawas/
inspektur pertambangan (atribut 9), dan sarana/
prasarana pendukung pertambangan (atribut 
10). 
Sektor I Sektor II
Sektor IV Sektor III














Tingkat gangguan kegiatan pertambangan 
terhadap ekosistem,
Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan,
Biaya pemeliharaan kerusakan lingkungan,
Program ekonomi untuk rakyat pada pasca 
tambang
Penciptaan peluang usaha baru,
Pengembangan masyarakat selama kegiatan 
pertambangan,
Permasalahan ganti rugi lahan,
Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek 
lingkungan,
Keberadaan SDM pengawas/inspektur 
pertambangan,
Keberadaan sarana dan prasarana pendukung 
pertambangan.
Gambar 9. Struktur penetapan faktor pengungkit
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3. Level 3: Sub-elemen yang berada pada level 
tiga adalah atribut: biaya pemeliharaan keru-
sakan lingkungan (atribut 3), program ekonomi 
untuk rakyat pada pasca tambang (atribut 4), 
penciptaan peluang usaha baru (atribut 5), dan 
pengembangan masyarakat selama kegiatan 
pertambangan (atribut 6 ). 
4. Level 2: Sub-elemen yang berada pada level 
dua dan merupakan peringkat ke-empat ada-
lah permasalahan ganti rugi lahan (atribut 7), 
dan 
5. Level 1: Sub-elemen yang berada pada level 
satu dan merupakan peringkat kelima adalah 
pengaruh terhadap pendapatan perusahaan 
(atribut 2).
Berdasarkan pembahasan di atas, fokus kebijakan 
untuk tercapainya pengelolaan lingkungan yang 
berkelanjutan dalam kegiatan pertambangan ba-
tubara di Kota Samarinda adalah pengendalian 
tingkat gangguan kegiatan pertambangan terhadap 
ekosistem melalui kebijakan pengendalian gang-
guan terhadap kesehatan masyarakat, pencemaran, 
banjir, kualitas air, serta hilangnya vegetasi pada 
tanah permukaan. Kebijakan yang terkait dengan 
fokus kebijakan ada tiga yaitu:
a. Konsistensi dalam penegakan hukum terhadap 
pelanggaran aspek lingkungan. Langkah kebi-
jakan yang dilakukan seperti pemberian sanksi 
atas pelanggaran ketentuan lingkungan.
b. Penyiapan SDM pengawas/inspektur per-
tambangan (kualitas dan kuantitas). Langkah 
kebijakan yang diperlukan seperti melakukan 
kerjasama para pihak (pemerintah pusat, pe-
merintah daerah, perguruan tinggi, dll), penyi-
apan aspek regulasi dan kelembagaannya.
c. Peningkatan pembinaan dan pengawasaan atas 
penggunaan dan pewajiban pengadaan fasilitas 
sarana dan prasarana pendukung penambang-
an (jalan angkut, pelabuhan, dll). Langkah 
kebijakan yang diperlukan seperti melarang 
dan menerapkan sanksi atas penggunaan 




Pengelolaan pertambangan di Kota Samarinda pada 
saat dilakukan penelitian yang ditinjau dari lima di-
mensi, yaitu: dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, 
hukum serta infrastruktur dan teknologi, tergolong 
belum berkelanjutan, dengan nilai IK multidimensi 
sebesar 47,57. Pemerintah perlu memiliki fokus 
yang jelas untuk merubah menjadi lebih berkelan-
jutan, seperti: pengendalian tingkat gangguan kegi-
atan pertambangan terhadap ekosistem.
Saran
Untuk mendorong pengelolaan pertambangan 
batubara yang lebih berkelanjutan ditinjau dari as-
pek lima dimensi keberlanjutan di atas, disarankan 
dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Agar fokus pada kebijakan pengendalian 
tingkat gangguan pertambangan terhadap eko-
sistem dilakukan baik selama operasi dan pasca 
tambang, yang mencakup aspek pengendalian 
kesehatan masyarakat, pencemaran, banjir, 
kualitas air, serta hilangnya vegetasi pada tanah 
permukaan.
2. Konsistensi penegakan hukum atas pelangga-
ran ketentuan lingkungan, khususnya kewa-
jiban reklamasi dan pasca tambang. 
3. Konsistensi terhadap pengawasan dan pembi-
naan, dengan dukungan SDM yang berkuali-
tas.
4. Pengembangan masyarakat oleh perusahaan 
tambang mencakup aspek pendidikan, kes-
ehatan serta perekonomian rakyat
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